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Mengingat

KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

a. bahwa dengan Dberakhirnya Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Seruyan Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana
dimaksud pada hurup a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2012.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasaan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
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20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Seri
A);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008 tanggal Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2012 tanggal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp 677.210.564.499,41

b. Belanja Rp 636.301.341.357,00
Surplus/defisit Rp 40.909.223.142,41
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 131.359.254.143,57
- Pengeluaran Rp 8.389.383.000,00

Pembiayaan netto Rp. 122.969.871.143,57
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut :
(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
(7.007.326.650,59) dengan rincian sebagai beriku :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 684.214.891.150,62
b. Realisasi Rp 677.210.564.499,41
Selisih lebih/(kurang) Rp (7.007.326.650,59)

(2). Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
(171.479.819.106,57) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 805.876.040.293,57
b. Realisasi Rp 636.301.341.357,00
Selisih lebih/(kurang) Rp (171.574.698.936.57)

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.
(164.570.372.285,98) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (123.661.149.143,57)
b. Realisasi Rp (40.909.223.142,41)
Selisih lebih/(kurang) Rp (164.570.372.285,98)




(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan Rp 131.359.254.143,57
b. Realisasi Rp 131.359.254.143,57
Selisih lebih/(kurang) Rp (0,00)

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 691.278.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 7.698.105.000,00
b. Realisasi Rp 8.389.383.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp (691.278.000,00)

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.
(691.278.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah

Perubahan Rp 123.661.149.143,57

b. Realisasi Rp 122.969.871.143,57

Selisih lebih/(kurang) Rp (691.278.000,00)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31
Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 2.358.422.787.292,27

b. Jumlah kewajiban Rp 123.181.819,00

c. Jumlah akuitas dana Rp 2.358.299.605.473,27
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurup c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2012 Rp 131.359.254.143,57.
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 317.623.398.508,41
c. Arus kas dari aktivitas investasi

asset non keuangan Rp (276.714.175.366,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (7.698.105.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (691.278.000,00)
f. Saldo kas akhir per 31 desember 2011 Rp 163.879.094.285,98

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)
huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut arusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan neraga;

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Lampiran 1.8 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;
Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran .11  : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran Il - Neraca
c. Lampiran Ill . Laporan arus kas
d. Lampiran IV . Catatan atas laporan keuangan
e. Lampiran V . Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjaban
pelaksanaan APBD.



Pasal 9
Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 3 September 2013

BUPATI SERUYAN

TTD
SUDARSONO
Diundangkan di kuala Pembuang

Pada tanggal 3 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

TTD
Ir.H. SYAMSULRIJAL, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP.19620724 199103 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 30 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. GEMBONG SETIAWAN
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/Db)
NIP. 19640515 199303 1 005



